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DPRD.. .... ........ .. . ...... ................... ... Dari Hala'mnn' l
tidak bisa hanya dilihat darr
capaian realisasi PendaPatan dan

belaaj.d: Akdn tetapi juga harus
disandingkan dengan target Yang
ditetapkan." sebutnYa.

Oldh karena itu, sambungnYa,
untuld menilai pertanggungiawa-
banpehksanaan APBD dan kiner-

ia pengelolaan keuangan daerah

pada 2019. perlu didalarni secara

men!eluruh bagaimana Penge-
lolaan pendapatan dan belanja
daerah yang telah dilakukan oleh
penlirintah daerah (Pemda) sela-

ma.Iahun 2019.
.'fApakah penggunaan ang-

garan telah mencaPai sasaran

lang ditetapkan. dan aPakah
dalam pelaksanaan anggaran telah
sesuai dengan peraturan Perun-
da.rtg-undangan dan telah dilaku-
kan secara efektif, efisien, transpa-

ran, dan akuntabel," ucaPnYa lagi.
;Lebih lanjut SuPardi menyam-

paikan, dalam pembahasan Ran-
perda tentang Pertanggungja-
waban pelaksanaan APBD tahun
2019, iuga tidak bisa hanYa
berpedoman pada buku RanPerda

pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBO Tahun 2019 beserla lamPi-
ran semata. Akan tetaPi, juga
perlu melihat dan menYinerti-
kannya dengan hasil Penilaian
DPRD terhadaP LKPJ KePala
daerah tahun 2019 dan LHP BPK
atas LKPD Tahun 2019.

"Serta yang lebih Penting lagi, ,

hasil dari pelaksanaan Pengawasan
yang telah dikitcukan oleh DPRD'i
terhadap penyelenggaraan pemerin-

tahan dan pembangunan daerah
selama tahrm 2019," sebut SuPardi.

Ada pun hasil Pengawasan
DPRD, dinilai SuPardi sebagai
salah satu asPek Penting untuk
menilai kinerja pertanggungjawa-
ban pelaksanaan APBD. Sebab

hakikat dari RanPerda ini meru-
pakan perwujudan Pertanggung-
jawaban pelaksanaan kegiatan
selama satu tahun anggaran'

"Fraksi-fraksi di DPRD telah
mempelajari dan mendalami sub-

tansi dari RanPerda Pertanggung-
iawaban Pelaksanaan APBD Ta-

iun 2019 dan membandingkan-
nya dengan hasil Pembahasan
LKPJ Kepala Daerah dan LHP
BPK atas LKPD tahun 2019.
Diharapkan pandangan umum
fraksi ini dapat memberikan
penguatan, Penyempurnaan, dan

masukan terhadaP RanPerda ini,"
ucapnya lagi.

Dalam pandangal umumnya'
Fraksi Partai Golkar melalui Dra.
Hj. Sitti lzzat\ Aziz selaku juru
bicara mengatakan, fraksi tersebut
merasa prihatin dengan kondisi
.APBD tahun 2019 Yang menga-

lami Silpa cukuP besar, Yaitu
sebesar Rp328 miliar. Meski tidak
sebesar Silpa tahun 2017 Yatg
mencapai Rp501 miliar, menurut
Sitti, angka 2019 tetaP cukuP
besar.

"Jika uang sebanyak itu dibe-
lanjakan, tentu bermanfaat untuk
masyarakat, terutama Pada sektor
pertanian, pelernakan,Perikanan,
kesehatan, pendidikan, dan lain-
nya." sebut Sitti.

Berkenaan dengan PendaPa-

tan Asli Daerah (PAD), imbuh Sitti,
khususnya yang berasal dari lain-
lainPAD yang sahYang ditargetkan

Rp439 miliar, hanYa terealisasi
Rp341 miliar atau hanYa 77,63
persen. Angka tersebut bila diban-
dingkan dengan tahun 2018,
menuflln sebesar RP35 miliar, dan

paling banyak yang tidak direa-
lisikan itu di sektor PendaPatan
BLUD. Oleh karena itu fraksi
Golkar juga meminta gubernur
menjelaskan ini Pada raPat Pari-
purna selanjutnya.

"Begitu juga untuk urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, di mana anggaran Yang
dialokasikan untuk Dinas Pe-

keljaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) mencaPai RP479

miliar, tetapi hanYa terealisi
Rp395 miliar atau 82,45 Persen.
Artinya, tersisa RP84 miliar dan
itu angka yang cukuP besar,?' ujar
Sitti lagi.

Pada kesemPatan Yang sama'

Fraksi Partai Gerindra dalam
pandangan umumnYa Yang disam-
paikan oleh HidaYat selaku Jury
Bicara rnengusulkan, agar Guber-
nur Sumbar daPat membentuk
Tim Percepatan Pembangunan
Daerah (TPPD) Yang berariggo...
takan berbagailkom.Ponen ahli
dan profesional di bidangnYa.
Tujuannya adalah mem- bYPass

tra-disi alas kerumitan adfuinis: -

trasi dan birokrasi yang selama ini' '

yang Q,gnderung larnban dan kaku.- ;sementara itu'karakter"Pela-
ku di berbagai sektor sudah
berubah, yakni lebih mengingin-
kan pelayanan yang resPonsif,
cepat, tegas, ramah, dan solutif,"
sebut Hidayat.

Fraksi Gerindra juga menYorot'
masalah kinerja BUMD milik
Pemprov Surybar',dilihat dari sisj

k&;j.i,.b "; deviiien. yang,' tidak; 
I

tercappi dan cenderuhg menurun.
Untu'k itu, Fraksi Geriridra berha-
r4p agqpengelolaan BUMD Yang
ada harus terlepas darl intervensi
politik dan inteivensi birokrasi.

Dalam kesemPatan Yang sama

Hidayat juga menYamPaikan,
masih banyak organisasi Pe-
rangkat daerah (OPD) dengan
realisasi penggunaan anggaran di
bawah 9O persen. Hal ini memPer-
lihatkan bahwa ada Permasalahan
dalam pelaksanaan anggaran di
beberapa OPD tersebut.

"Hat ini memPerlihatkan tidak
adanya perencanaan Yang matang

dan sungguh:sungguh. Untuk itu;
Fraksi Gerindra meminta agar
Gubernur melakukan evaluasi
menyehruh dan sungguh-sungguh
terhadap kinerja OPD' agar
kejadian serupa tidak terulang
kembali," tukas HidaYat. (Men)


